SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

—

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat
daerah dengan peraturan kementerian dan lembaga terkait
maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
rasional dan proporsional perlu dilakukan penggabungan
urusan pemerintahan yang memiliki kedekatan karakteristik
dan keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan;

bahwa dalam rangka adaptasi terhadap dinamika perubahan
lingkungan internal dan eksternal struktur organisasi beberapa
perangkat daerah perlu ditinjau kembali sehingga perangkat
daerah dimaksud dapat lebih produktif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba
Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten
Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
590);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8.2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1324);
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1440);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas
Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah  yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 652);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 849);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1266);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1385);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d ayat 7 dihapus, huruf d ayat 1, 3, 4, 10, 11, 13, 15,
16, 17 dan 19 diubah serta huruf e ayat 1, 2 dan 3 diubah dan ditambah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta
menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administratif
pemerintahan daerah Kabupaten;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

d. Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
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Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang ketenteraman dan  ketertiban umum,
perlindungan masyarakat dan kebakaran;

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan
persampahan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta
persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan,
perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber
daya mineral, dan pasar;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan
ketenagakerjaan;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan,
peternakan dan penyuluhan;

Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian
dan pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang pendapatan,;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia aparatur, pendidikan dan pelatihan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C untuk melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan umum;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana.



2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 13

Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon
II.a.

Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas,
Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
eselon IL.b.

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat
DPRD, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas,
Sekretaris Badan, Camat dan Direktur RSUD merupakan Jabatan
Administrator eselon IIl.a.

Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Administrator
eselon III.b

Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian pada
Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas, Kepala
Subbagian pada Sekretariat Badan, Kepala Sub Bidang pada Badan,
Kepala Seksi pada Dinas, Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Seksi pada
Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Lurah
merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.

Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada
Kelurahan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala
Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Daerah kelas A merupakan Jabatan
Pengawas eselon IV.b.

Kepala UPT daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan
fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan
yang diberikan tugas tambahan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI TOBA,
Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
Cap/dto

AUDI MURPHY O. SITORUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA :
11, 145/2020;

Salinairsesuai dengan aslinya

& TUR
KEPALA E'A’G"I@N HUKUM

b

NJAN ISIE‘HSIAN, SH

Nip.. F750804 200502 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai
konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal
dan eksternal. Organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara
responsive maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Selain tuntutan dinamika perubahan lingkungan bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir belum sepenuhnya mengakomodir
peraturan kementerian dan lembaga terkait khusus terkait nomenklatur
perangkat daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian sehingga
subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata
nilai, prosedur dan tata aturan serta tujuan yang hendak dicapai dapat
terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2020 NOMOR 9





